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ABSTRAK

Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan salah satu solusi bagi permasalahan dalam
pengelolaan hutan di Indonesia. Melalui pembentukan KPH maka tata kelola hutan diharapkan akan menjadi
lebih baik. Salah satu langkah awal yang harus dilakukan dalam pengelolaan hutan adalah pembuatan areal
kerja dalam betuk blok/petak sebagai unit pengelolaan terkecil. Penelitian ini bertujuan untuk untuk memetakan
wilayah tertentu pada KPHP Malaka sesuai dengan potensinya ke dalam blok arahan pengelolaan yang
dijadikan sebagai dasar dalam menyusun rencana kegiatan pengelolaan hutan di KPHP Malaka. Penelitian ini
menggunakan analisis spasial dengan metode Sistim Informasi Geografis (SIG) menggunakan perangkat lunak
ArcGIS 10.5. Hasil analisis spasial menunjukkan bahwa wilayah pengelolaan KPHP Malaka dapat dibagi ke
dalam enam blok arahan pengelolaan dengan blok terluas adalah blok Hutan Lindung yang dapat dimanfaatkan
seluas dan blok hutan produksi untuk pemberdayaan masyarakat. Potensi hasil hutan kayu dan bukan kayu
utama yang dapat dikembangkan di KPHP Malaka antara lain adalah Jati (Tectona grandis) dan Jambu mete
(Anacardium occidentale), serta pembangunan ekowisata dan jasa lingkungan.

Kata kunci: KPH, SIG, blok arahan, potensi hasil hutan

1. PENDAHULUAN

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan salah satu program prioritas pemerintah
Indonesia dalam rangka memperbaiki tata kelola hutan dan memperkuat desentralisasi sektor hutan.
(Patabang et al., 2020). Pembentukan KPH diharapkan dapat menjadi solusi bagi permasalahan dalam
pengelolaan hutan di Indonesia. Keberadaan dan beroperasinya KPH saat ini menjadi kebutuhan yang
mendesak, terutama untuk mengatasi laju degradasi hutan dan deforestasi (Setyarso et al., 2014).
Melalui pembentukan KPH maka tata kelola hutan diharapkan akan menjadi lebih efektif sehingga
tujuan pengelolaan hutan lestari dapat tercapai (Suryandari & Alviya, 2009). KPH telah menjadi inti
dari kebijakan kehutanan dalam negeri Indonesia. KPH secara khusus ditunjuk sebagai alat utama
yang dimaksudkan untuk mereformasi sektor kehutanan dalam negeri. Undang-undang kehutanan
Indonesia mengamanatkan agar KPH dilaksanakan sebagai prasyarat untuk pengelolaan hutan lestari
(Sahide et al., 2016). Indonesia mempromosikan KPH yang lebih terlokalisasi sebagai elemen kunci
dari reformasi tata kelola hutan (Kim et al., 2016). Tahun 2017 wilayah KPH Wilayah KPHP Malaka
resmi ditetapkan berdasarkan SK  Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No
SK.644/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2017 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan
Lindungan (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Nusa Tenggara Timur. Luas
wilayah KPHP Malaka berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah 9.442
hektar yang terdiri dari Hutan Lindung seluas 3.862 hektar, Hutan Produksi Terbatas seluas 2.988
hektar dan Hutan Produksi seluas 2.592 hektar. Salah satu langkah awal yang harus dilaksanakan oleh
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KPH Malaka yang baru terbentuk ini adalah menyusun rencana kerja pengelolaan hutan. Langkah
awal yang harus dilakukan untuk dapat menyusun rencana pengelolaan hutan jangka panjang ini
adalah pelaksanaan tata hutan. Tata hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan,
mencakup kegiatan pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang
terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besamya bagi
masyarakat secara lestari. Penataan ruang pada dasamya ditujukan untuk mengatur pembagian ruang
menjadi beberapa fungsi sehingga terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan
(Syahadat & Subarudi, 2012). Pembagian Kawasan ke dalam blok dan petak pengelolaan sesuai
potensinya merupakan langkah awal dalam pelaksanaan tata hutan di KPH yang meliputi kegiatan:
inventarisasi hutan; pembagian blok dan petak.

Wilayah tertentu dalam pengelolaan KPH menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor:
P.47/Menhut-11/2013 adalah wilayah hutan yang situasi dan kondisinya belum menarik bagi pihak
ketiga untuk mengembangkan pemanfaatannya berada di luar areal ijin pemanfaatan dan penggunaan
kawasan hutan. Pentapan areal yang merupakan wilayah tertentu secara teknis dilakukan melalui
analisis spasial. Pendekatan pemodelan Sistem Informasi Geodrefis (SIG) adalah salah satu contoh
alat analisis spasial yang dapat membantu dalam perencanaan penggunaan lahan (loki et al., 2019)
termasuk rencana pengelolaan sumberdaya hutan (Gustafson et al., 2001). Penggunaan SIG pada
penyusunan rencana pengelolaan hutan juga dapat digunakan untuk perencanaan penjarangan (Lin et
al.,, 2012), perencanaan penebangan (Jaziri, 2017), perencanaan rehabilitasi lahan (Apan, 1996),
perencanaan kegiatan konservasi hutan (Phua & Minowa, 2005), perencanaan jalur rekreasi di
kawasan hutan (Sahani & Ghosh, 2021) dan dapat juga digunakan untuk memprediksi bahaya
kebakaran hutan (Ngoc Thach et al., 2018). Penelitian ini bertujuan untuk memetakan wilayah tertentu
pada KPHP Malaka sesuai dengan potensinya yang diharapkan dapat menghasilkan peta blok arahan
penggunaan lahan yang dijadikan sebagai dasar dalam menyusun rencana kegiatan tapak dalam

pengelolaan hutan di KPHP Malaka.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Malaka yang masuk dalam wilayah KPHP Malaka seluas
9.442 ha yang secara spasial disajikan pada Gambar 1. Data yang digunakan dalam penelitian ini
terbagi menjadi dua yaitu data keruangan (peta) dan data potensi hutan yang diperoleh dari hasil
inventarisasi potensi. Data keruangan meliputi peta penutupan lahan, peta fungsi Kawasan, peta jenis
tanah, peta kelerengan, peta kedalaman tanah dan peta iklim, peta hidrologi, peta aksesibilitas dan peta
Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) Nusa Tenggara Timur dan peta Rencana Kehutanan
Tingkat Nasional (RKTN). Data potensi meliputi potensi hasil hutan kayu, potensi hasil hutan non
kayu, potensi jasa lingkungan dan potensi wisata. Data potensi kemudian dimasukkan ke dalam peta

untuk dianalisis bersama dengan data keruangan lainnya.
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Analisis berbasis ruang (spatial-based analysis) dengan Sistim Informasi Geografi (SIG)
dilakukan dengan cara overlay peta menggunakan perangkat lunak ArcGIS 10.5. Menurut Syahadat &
Subarudi, (2012) pemanfaatan ruang dapat diketahui melalui tumpang susun peta kawasan dan peta
tematik. Beberapa penelitian yang menggunakan teknologi SIG melalui tumpeng susun peta untuk
pembuatan rencana pengelolaan berbasis ruang antara lain adalah: perencanaan konservasi hutan
(Phua & Minowa, 2005); rencana penebangan hutan (Jaziri, 2017), rencana pengelolaan hutan kota
(Zheng et al., 2019); rencana penggunaan lahan berbasis masyarakat dalam mendukung konservasi
sumberdaya hutan (Ioki et al., 2019). Penggunaan SIG dalam analisis berbasis ruang dalam penelitian
ini dilakukan dengan mengacu pada kriteria penentuan blok arahan pengelolaan hutan menurut
Peraturan Dirjen Planologi Kehutanan Nomor: P.5/VII-WP3H/2012 tentang petunjuk teknis tata hutan
dan penyusunan rencana pengelolaan hutan pada Kesatauan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan
Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) seperti yang disajikan pada Tabel 1. Alur proses

analisis overlay peta secara rinci dapat dilihat pada Gambar 2.

120°00.000" 421°40.000" 126°0/0,000"

L
0000.52-5-

Lo ;kal;hpabep Mafaka 8
e e 1 TR 4
S

e G Laut Timor

D00 0956

Jalan A

. — Sungai S % 0 7.5 15km
. B Lokasi Penelition |/
ETrg 2300 126°0'0.000" Taatse 0007 i 127w 0.000"

Gambar 1. Lokasi Penelitian
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Tabel 1. Kriteria Penentuan Blok Arahan Penggunaan Lahan Pada KPHP Malaka

No.

Fungsi
Kawasan

Blok Arahan

Ktieria

Hutan Lindung

Hutan Lindung (HL) - Inti

Kurang memiliki potensi jasa lingkungan,
wisata alam, potensi hasil hutan non kayu;
Dalam RKTN / RKTP / RKTK termasuk dalam
Kawasan untuk perlindungan Hutan Alam dan
Lahan Gambut atau untuk kawasan rehabilitasi.

Hutan Lindung (HL) -
Pemanfaatan

Mempunyai potensi jasa lingkungan, wisata
alam, potensi hasil hutan non kayu

Terdapat ijin pemanfaatan kawasan, jasa
lingkungan, hasil hutan non kayu;

Arealnya dekat masyarakat sekitar atau dalam
kawasan hutan; - Mempunyai aksesibilitas yang
tinggi;

Dalam RKTN/RKTP/RKTK dimungkinkan
masuk dalam Kawasan untuk perlindungan
Hutan Alam dan Lahan Gambut atau untuk
kawasan rehabilitasi.

Hutan
Produksi dan
Hutan
Produksi
Terbatas

Hutan Produksi untuk Hasil
Hutan Kayu (HP-HHK) -
Hutan Tanaman

Dalam RKTN/RKTP/RKTK diarahkan sebagai
Kawasan hutan untuk pengushaan hutan Skala
Besar;

Mempunyai potensi hasil hutan kayu rendah;
Merupakan areal yang tidak berhutan;

Terdapat ijin pemanfaatan HHKHT.

Dalam RKTN/RKTP/RKTK dimungkinkan
masuk dalam Kawasan rehabilitasi atau kawasan
hutan untuk pengusahaan hutan skala besar atau
kecil..

Hutan Produksi untuk Jasa
Lingkungan dan Non Kayu
(HP-JASLING/HHBK)

Mempunyai potensi jasa lingkungan, wisata
alam, potensi hasil hutan non kayu,

Terdapat ijin pemanfaatan kawasan, jasa
lingkungan, hasil hutan non kayu;

Dalam RKTN/RKTP/RKTK dimungkinkan
masuk dalam Kawasan untuk perlindungan
Hutan Alam dan Lahan Gambut atau untuk
kawasan rehabilitasi atau kawasan hutan untuk
pengusahaan hutan skala besar atau kecil.

Hutan Produksi (HP) untuk
Pemberdayaan Masyarakat

Dalam RKTN/RKTP/RKTK diarahkan sebagai
Kawasan hutan untuk pengusahaan hutan skala
kecil;

Mempunyai potensi hasil hutan kayu rendah;
Merupakan areal yang tidak berhutan;

Terdapat ijin pemanfaatan hutan untuk HKm,
Hutan Desa, HTR;

Arealnya dekat masyarakat di dalam dan sekitar
hutan;

Dalam RKTN/RKTP/RKTK dimungkinkan
masuk dalam kawasan rehabilitasi atau kawasan
hutan untuk pengusahaan hutan skala besar atau
kecil.

Hutan Produksi (HP) untuk
Perlindungan.

Termasuk dalam kriteria kawasan lindung;
Dalam RKTN/RKTP/RKTK dimungkinkan
masuk dalam Kawasan untuk perlindungan
Hutan Alam dan Lahan Gambut atau untuk
kawasan rehabilitasi atau kawasan hutan untuk
pengusahaan hutan skala besar atau kecil.

Sumber: Peraturan Dirjen Planologi Kehutanan Nomor: P.5/VII-WP3H/2012 Tahun 2012
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Gambar 2. Alur Proses Analisis Pembuatan Blok Arahan Penggunaan Lahan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Potensi KPHP Kabupaten Malaka

Potensi kayu KPHP Kabupaten Malaka diperoleh dari hasil inventarisasi pada wilayah yang
mewakili fungsi Kawasan dalam wilayah KPHP Malaka. Hasil inventarisasi hutan KPHP Malaka
berserta lokasi pengambilan data secara rinci disajikan pada Tabel 1 dan secara spasial pada Gambar 3.
Potensi hutan hasil inventarisasi ini terdiri dari hasil hutan kayu dan non kayu serta potensi wisata.
Hasil inventarisasi menunjukkan bahwa jenis-jenis pohon yang ditemukan di wilayah KPHP
Kabupaten Malaka antara lain adalah: Jati (Tectona grandis), Mahoni (Swietenia mahagoni), Kemiri
(Aleurites moluccana), Asam (Tamarandus indica), Johar (Senna siamea), Kesambi (Schleira oleosa)
Jambu Hutan (Syzygium sp) dan Lamtoro (Leucaena leucocephala). Hasil hutan non kayu di wilayah
KPHP Malaka yang ditemukan antara lain adalah kemiri (4leurites molucana), pinang (Areca spp),
dan asam (Tamarindus indica). Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Malaka Tahun 2019
menunjukkan bahwa jumlah produksi hasil hutan bukan kayu Kabupaten Malaka yang sebagian besar
diperoleh dari wilayah KPHP Malaka yang selama ini sudah dikumpulkan masyarakat adalah pinang
(Areca spp). Selain itu data statistik Kabupaten Malaka juga menunjukkan bahwa masyarakat yang
bermukim di sekitar kawasan hutan juga sudah mengembangkan tanaman Jambu Mete (4nacardium
occidentale) sebagai salah satu jenis yang bisa dikembangkan pada wilayah KPHP Malaka. Data
Stattistik Kabupaten Malaka Dalam Angkat Tahun 2019 menunjukkan bahwa produksi Jambu Mete
Kabupaten Malaka Tahun 2018 adalah sebesar 229,6 ton dengan luas areal 1.573 Ha. Menurut (Daras,
2007) Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu sentra produksi jambu mete di Indonesia
dengan luas areal sekitar 145.878 Ha pada Tahun 2001. Luas areal ini terus meningkat sampai dimana
saat ini NTT menempati urutan ke-4 nasional. Lebih lanjut (Sudjarmoko, 2010) mengemukakan

bahwa luas areal tanaman jambu mete di NTT dalam dua dekade terakhir telah meningkat lebih dari 6
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kali lipat. Luas areal tanaman mete di wilayah Nusa Tenggara telah mencapai lebih dari 200 ribu ha
atau 35% dari total luas areal jambu mete Indonesia. Sebagai contoh hasil penelitian (Anggarawati &
Suwarnata, 2020) dari segi nilai ekonomi menunjukkan bahwa usaha jambu mete di wilayah
perbatasan NTT yang berdekatan dengan Kabupaten Malaka secara finansial layak untuk
dikembangkan karena memiliki nilai Net B/C 1,925; NPV Rp. 32.659.705; dan IRR 37,05. Hasil
penelitian yang dikemukakan diatas menunjukkan bahwa Jambu Mete layak untuk dikembangkan di
KPHP Malaka baik dari segi biofisik maupun ekonomi.

Melihat Kondisi tutupan lahan di beberapa kawasan KPHP Malaka yang didominasi oleh Hutan
Lahan Kering Sekunder maka dimungkinkan terdapat potensi HHBK lain yang belum teridentifikasi.
Potensi HHBK KPHP Malaka dapat juga mengacu pada potensi yang dimiliki oleh Kabupaten
Malaka. Berdasarkan hasil inventarisasi ada dua potensi jasa lingkungan pada wilayah KPHP Malaka
yang saat ini sudah teridentifikasi. Potensi jasa lingkungan tersebut adalah Sumber Mata Air Webua
Selie dan Danau Mantasik. Berdasarkan informasi masyarakat masih banyak wilayah KPHP Malaka
yang potensil untuk dikembangkan sebagai objek wisata alam yang sampai saat ini belum
teridentifikasi.

Tabel 2. Hasil Inventarisasi Potensi Hutan KPHP Kabupaten Malaka.

No. | Jenis Potensi Ke;l{?;;i‘)k Nama Desa Titik Tkat Jenis Pohon Dominan
124°40' 42.540" E | Jati, Lamtoro, pinang
Desa Boen 9°36' 36.306" S
124°42'52.113" E Jati, Mahoni, Kemiri
Oenunu Desa Naet 90 34128 814" S
124°49'13.617" E Jati, Lamtoro, pinang
1 Hasil Hutan Desa Asmanulea 9927142 724" §
" | Kayu & non Desa Rai 125°1'32.104" E Jati, Johar,
esa Rafnawe 9°27'31.286" S | Kemiri
Seli Desa Raiul 124° 55' 48.000" E | Kemiri, Asam,
clie csa Ratulun 9°23'23.640" S Kesambi, Lamtoro
124° 52' 4.448" E Jati, Kepok Hutan,
Desa Uabau 9026 49.843" S | pinang
. . . 125°02°48,1” E Sumber Mata Air
3. | Jasalingkungan | Selie Desa Rainawe 09°28° 59.9” S Webua Selie
. . . i 124°51°29,4” E .
4. | Wisata Bifemnasi E:S?)ele Babotin 09°28" 17,17 S Danau Mantasik
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Gambar 3. Penyebaran Potensi Hutan di Wilayah Studi

Penataan Areal

Penataan areal wilayah tertentu KPHP Malaka secara spasial dilakukan dengan berpedoman

pada Peraturan Dirjen Planologi Kehutanan Nomor: P.5/VII-WP3H/2012. Hasil analisis spasial

penataan areal wilayah tertentu KPHP Malaka secara rinci disajikan pada Tabel 3. dan secara spasial

pada Gambar 4. Hasil analisis data menunjukkan bahwa ada areal yang masuk dalam kategori Hutan

Lindung Inti (HL-Inti) dan Hutan Produksi Perlindungan (HP-Perlindungan) yang tidak dapat

dikategorikan sebagai wilayah tertentu karena memiliki fungsi untuk perlindungan sumbardaya hutan

dan tata air.

Tabel 3. Hasil Analisis Spasial Pembagian Blok Arahan Penggunaan Lahan KPHP Malaka

No. Blok Arahan Kecamatan Luas (Ha) Pg/s ;:n
(Y
1. Hutan Lindung (HL) — Inti Kobalima 400,64 4,24
2. Hutan Lindung (HL) -Pemanfaatan Kobahmg, Kobalima  timur, 3.461,55 36,66
Malaka timur

Hutan Produksi untuk Hasil Hutan .
3. Kayu (HP-HHK) - Hutan Tanaman Rinhat 1.741,24 18,44
4 Hutan Produksi untuk Jasa Lingkungan | Botin  leobele, Io  Kufeu, 795.47 842

) dan Non Kayu (HP-JASLING/HHBK) | Laenmanen, Lasita Mean ’ ’

Hutan Produksi (HP) untuk | Botin  Leobele, Io  Kufeu,
> Pemberdayaan Masyarakat Laenmanen, Rinhat, Sasita Mean 242345 25,66
6. |Huwan  Produksi  (HP)  untuk |y o0 senmanen, Rinhat 620,37 6,57

Perlindungan.

Jumlah 9.442,72 100,00
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Gambar 4. Penyebaran Blok Arahan Pengelolaan Hutan di Wilayah Studi

Hasil analisis data pada Tabel 3 menunjukkan bahwa wilayah pengelolaan KPHP Malaka yang
terluas adalah blok HL-Pemanfaatan (36,6%) dan blok HP-Pemberdayaan Masyarakat (25,66%). Blok
HP-HHK-Hutan Tanaman menempati areal terluas ketiga yaitu 18,44% dari total luas bilayah KPHP
Malaka. Blok HL-Pemanfaatan sebagai blok terluas diharapkan dapat menghasilkan hasil hutan non
kayu seperti pinang dan asam jawa serta menjadi penyimpanan karbon. Blok Arahan HPT-
Pemberdayaan diharapkan akan difungsikan sebagai areal yang direncanakan untuk upaya
pemberdayaan masyarakat seperti Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan
Hutan Desa sesuai dengan potensi kawasan yang telah dihasilkan dari proses tata hutan. Jenis-jenis
tanaman yang dapat dikembang pada blok ini antara lain adalah Kemiri, Jambu Mete, Pinang dan
tanaman pertanian lainnya melalui pola-pola agroforestry. Menurut (Pujiono et al., 2013) variasi model
agroforestry di NTT dipengaruhi oleh keanekaragaman budaya, sosial, ekonomi, dan kondisi
geografis. Lebih lanjut (Pujiono et al., 2021) mengemukakan bahwa sistem agroforestry di Pulau
Timor NTT yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan antara lain adalah kebun campuran,
mamar dan silovopasture dengan memperhatikan faktor erosi tanah, kontribusi terhadap pendapatan
masyarakat, tingkat pendidikan, dan kelembagaan/aturan adat.

Blok arahan HP-HHK-HA merupakan blok yang akan difungsikan sebagai areal yang
direncanakan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu sesuai dengan potensi kawasan yang telah
dihasilkan dari hasil inventarisasi dan analisis data berdasarkan kondisi biofisik kawasan. Jenis
tanaman komersil yang potensil dikembangkan berdasarkan hasil survey pada pembangunan hutan
tanaman dalam blok ini adalah Jati dan Mahoni. Jati (7ectona grandis) merupakan merupakan
komoditi unggulan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang banyak dikembangkan pada program hutan
tanaman selama ini di pulau Timor. Pertumbuhan tanaman Jati di Pulau Timor cukup baik dengan riap

rata-rata diameter dapat mencapai 1,4 cm/tahun dan riap rata-rata tinggi tegakan 1,5 m per tahun
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(Susila, 2009). Menurut (Premono et al., 2007) Jati merupakan salah satu tanaman yang memiliki
kualitas sangat bagus dan bernilai ekonomis sangat tinggi. Hasil penelitian (Sari et al., 2018)
menunjukkan bahwa hutan jati yang dikelola rakyat memiliki nilai NPV tinggi yakni dapat mencapai
Rp. 643.514.720/ha/30 tahun. Selain kayunya tanaman Jati di Pulau Timor juga mempunyai potensi
daya simpanan karbon yang cukup tinggi. Hasil penelitian (Dhany Yuniati, 2011) menunjukkan bahwa
potensi simpanan karbon di Pulau Timor sekitar 106,59 ton/ha - 145,32 ton/ha untuk kelas umur 28
tahun. Blok arahan untuk HPT- Jasling/HHBK adalah merupakan blok yang akan difungsikan sebagai
areal yang direncanakan untuk pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu
sesuai dengan potensi kawasan yang telah diperoleh dari proses inventarisasi. Keberadaan blok ini
akan diupayakan berintegrasi dengan upaya solusi konflik atau upaya pemberdayaan masyarakat
melalui Pemanfaatan kawasan atau jasa lingkungan atau HHBK. Pada blok ini rencananya akan

dikembangkan kegiatan-kegiatan ekowisata.

4. KESIMPULAN

Potensi hasil hutan kayu dan bukan kayu yang dimiliki dan dapat dikembangkan di KPHP
Malaka antara lain adalah: jati, mahoni, sengon kemiri, jambu mete (Anacardium occidentale), serta
pembangunan ekowisata. Hasil analisis spasial menunjukkan bahwa wilayah pengelolaan KPHP
Malaka yang terluas adalah blok Hutan Lindung yang dapat dimanfaatkan seluas 3.461,55 ha (36,6%)
dan blok Hutan Produksi untuk Pemberdayaan Masyarakat seluas 2.423,45 ha (25,66%). Blok Hutan
Lindung yang dapat dimanfaatkan sebagai blok terluas diharapkan dapat menghasilkan hasil hutan non
kayu seperti pinang dan asam jawa serta menjadi penyimpanan karbon. Blok Arahan Hutan Produksi
untuk Pemberdayaan Masyarakat diharapkan akan difungsikan sebagai areal yang direncanakan untuk
upaya pemberdayaan masyarakat sesuai dengan potensi kawasan yang telah dihasilkan dari hasil

inventarisasi.
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